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PUTUSAN
Nomor 295 K/Ag/2024
(a:\;‘)j\ Ja;).h Aﬁ\ o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:
FEBRU HARIYANTO BIN JUFRI AMIN, bertempat tinggal di
Jatibening Estate A8 Nomor 7 Jalan Walet VI RT. 002 RW.
013 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota
Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oky Frediana,
S.H., M.H., Advokat, berkantor di Ruko Graha Harapan Blok
B15 Nomor 10 Jalan Raya Mustika Jaya Kecamatan Mustika
Jaya Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
3 Januari 2024;
Pemohon Kasasi;

Lawan

SRI REJEKI BINTI SUTIMAN, bertempat tinggal di
Jatibening Estate A8 Nomor 7 Jalan Walet VI RT. 002 RW.
013 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota
Bekasi;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Febru Hariyanto Bin Jufri

Amin) terhadap Penggugat (Sri Rejeki Binti Sutiman);
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3. Mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak
pemeliharaan atas ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut yang bernama:

1) Alodia Saisabila Qfe Hariyanto, perempuan, lahir di Jakarta, 7 Mei

2008;

2) Feydy Valora Qfe Hariyanto, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Januari

2012;

3) Kayra Rasendria Qfe Hariyanto, perempuan, lahir di Jakarta, 25

Januari 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga anak,
setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu)
tahun;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh
Pengadilan Agama Bekasi dengan Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2023/PA.Bks.
tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal
1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Bandung dengan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal
29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445
Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2073/Pdt.G/2023/PA.Bks. juncto
Nomor 263/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
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memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut
pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 10 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
263/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 29 November 2023 bertepatan dengan
tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah juncto perkara Nomor
2073/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 22 September 2023 bertepatan dengan
tanggal 6 Rabiulawal 1445 Hijriah;
Mengadili Sendiri:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sesuai hukum;
Atau
Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari
2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra
memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Mahkamah

Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
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Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya Judex
Facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Judex
Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya sudah berpisah tempat
tinggal selama 2 (dua) tahun dan sampai dengan sekarang tidak ada
komunikasi yang baik antara keduanya, usaha damai telah diupayakan akan
tetapi tidak berhasil rukun kembali. Berdasarkan hal tersebut gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2023 rumusan Kamar Agama,;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan
tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak
berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ternyata bahwa Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi, Febru Hariyanto Bin Jufri Amin, tersebut
harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi
dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, FEBRU
HARIYANTO BIN JUFRI AMIN, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan
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dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi’i, S.Ag.,
M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi’i, S.Ag., M.Hum.
Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.... Rp 10.000,00
2. RedakSi.iieeenennns Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi ........... Rp480.000,00

Jumlah ..., Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003
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